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BAB IV  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Pengaturan tindak pidana pencurian dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1946 yang terkodifikasi dalam Pasal 362 hingga 367 KUHP terdapat 

pendekatan hukum pidana bersifat represif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang KUHP menunjukkan kehadiran pengaturan tindak pidana pencurian, 

dengan perluasan makna unsur mengambil dan memiliki. Perbandingan jenis 

sanksi pidana dalam KUHP lama, KUHP baru, pencurian benda-benda keagamaan 

dan purbakala, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru menambahkan jenis tindak 

pidana pencurian baru yang dianggap penting untuk diatur dalam hukum. 

Pencurian benda-benda keagamaan dan purbakala memiliki dampak yang luas, 

dan penetapan pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif 

pelaku, cara melakukan kejahatan, dan pandangan masyarakat. Perbedaan dalam 

pengaturan pidana terkait tindakan pencurian antara KUHP lama dan baru 

terutama terkait dengan unsur-unsur perbuatan dan penekanan pada jenis 

perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai pencurian. Ancaman pidana untuk 

setiap jenis tindakan pencurian dapat berbeda tergantung pada kerumitan 

perbuatan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. 

Dalam pelaksanaan penindakan terhadap perbuatan pencurian 
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manusia dalam mengimplementasikan hal penafsiran KUHP Baru dan KUHAP 

Baru.  

 

B. Saran 

1. Perlu pembaruan regulatif yang bersifat progresif dan responsif terhadap 

modus pencurian yang bersifat non-material, seperti pencurian data digital, 

asset virtual, dan bentuk kepemilikan yang tidak berwujud lainnya.  

2. Perlu peningkatan sosialisasi dan internalisasi yang komprehensif terhadap 

aparat penegak hukum terkait pengaturan baru dapat diimplementasikan 

secara efektif. 

3. Ditreskrimum Polda Jawa Timur perlu peningkatan sumber daya manusia 

guna peningkatan pelayanan dan penanganan berdasarkan KUHP dan KUHAP 

Baru.  
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